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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYTMAS,

Memimbang  : a. bahwa denpan telah  ditciapkanrva  Peracuran
Pemerintah Mosnor 8 Talien 2002 tentang Pedoman
Otganisasi Perangkal Dwerah maka tugas pokok,
fungsi, susunsn orgamisasi dan tata kerja Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Danyumas
schapaimanz cdimlur dalam  Peraturan  Dasrak
Kahupzten Baywmas Nomer 23 Tahun 2000
tentary, Pembentukan, Susunan Orpanisasi  dan
Tata Kerja Dimes Dacrah Kabupmen Bamyumas
sehagaimana  divkah dengan Peratuan Daersh
Kabupaten. Bapyumas Momor 3 Tahun 2002 sudah
tidak se=sumi Ingi;



Ilengimgal

. hahwa sehubungan dengan hal lersebut diatas, maka

perlu ditetapkan Peraturam Daemb  Kabopaten
Eanyumas femang  Pembentukan, Swsunan
Organisasi dan Tata Kerja Dimas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Banyumas. !

. Undang-undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang

Fembenmian Daemhb-dgerah Kahupaten  Dialam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

. Undeng-undang Nomor 22 Tehien 1999 tentang

Femerinthan Dacrah (Lembaren Nepars Thbun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Mzpara
Nomer 3839,

. Peraturan Pemerintah Moo 16 Tabun 1994 entang

Jabatan Fungsional Pepawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tembahan Lembaran Negara Nomeor 3547

. Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tihum 2000

tentang  Kewenanpgan Pemerintah Pusat dan
Kewenangan Propinst sehepai Dasrah Olonom
(Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Leanbamn Negara Nomor 39520

5. Peraluran Pemerinsh Memor 8 Tahun 2003 tentany
Pedoman Orgenisasi Perangkat Daemh (Lembaran
Negara Thhun 2003 Nomor 14 Targbahan
Lemharan Negera Momor 4262);

G, Eemilusan Bersama Menteri Pendayvs gunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Megeri
MNomor: 01/SKB/M . PAN//2003 Momor 17 Tahun
2003 eomang Petunjuk  Peluksanaan Peraturin
Pemerintah Nomor & Tahun 2003 tentane Pedaman
Organisasi Peranghal Dacrah dan  Peraturan
Pemerintak: Nomor 9 Tahun 2003 tamkang
Wewenang Pengangkatan, Peminduhun dan
Pemberhentiun Pegawai Negeri Sipil;

Tengan persetujuan

DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSK AMN:

Menelapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FEMHENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATAKERJA DINAS

EEIMMUTANAN DAN PEREEBUNAN  KADUPATEN
BANYUMAS



BAR T
KETEMNTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dangan |

. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Bamosmas,

2. Pemerintah Daerah adalah Permerinih Kabupaen Banyumas.,
Dewan Perwakilan Rakvat Diersh yang selanjutnya disebut
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dimerah Kabupaten
Eanvurnas.

. Bupeati adalah Bupati Bamyumas.

5. Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaien
Bamywinas.

6. Thnas Kehutanan dan Perkebunan sdalah Dinas Kehatanan dan
Perketwmn Kabuparcn Banyumas.

7. Kepala Ddimas adalah Kepals  Dinss Kehutanan dan Perkebunan
Eahupaten Bamumas.

B. Unit Pelaksana Teknes  adalah unsur pelaksana sebagian mgas
Dinas Kehutanan dan Peckebunan yang memili wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan yang selanjulnya disebut UPT

9. Jabatan Fungsional adalsh kedmlukin yang memunjukkan mgas,
ngpung jawab, wewenang dan hak seorog  Pepawai Meper
Sipil dalam Sauan Orranisasi yang dalam pelaksanaan tugasova
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifar mandird.

BABII

FEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Dacrah ini dibenmuk | Dimas  Febulanum

Perkebunan
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POEOK DAN FUNGSI

FPasal 3

dan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana nugas ertentu
Pemerintzh Dacrah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan berlizng gung jawab krpada Bupati melahul Sekretaris Taerth

Pasal 4

(1) Dinat Kehutanan dan Perkebunsn mempunvai tugas pokok

melaksanakan kewenangan di biding kehotanandan perkebunan

(2}  Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam ayat

(1} Dinas Kebutanan dan Perkeboan mempunysi fungsi:



perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanen dan
perkebunan

pemyusunan rencima dan program kerja dinms ;

pelaksanaan kebijakan weknis. pemberian bimbingan, pembinaan _

danpengawasan di bidang kehutanan dan perkebunam;

pemberian perizinan dan pelakssnaan pelayanan urmum di bidang
kehitanan danperkebunan ;

pelaksanaan inventarizasi, pendatan dan pernmtakhiran daca;

penyiapan dan pemberian informasi dibidang kehutanan dan
perkebunan

pelaksanaan koordinasi dengan instins pemerintah dan swasta;
pelaksanian unesan ketatu zzhazndinas:
pembinaan terhadap UFT dalam lingkup tagasiy;

pelaksanaan tugas-ugas lain vang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

(13 Suzman Organizasi DingsKehutanan dan Perksbunan terdici dari:

{2

£
h.

Kepaly Dinas;

Bagian Tata Usaha, terdiridari;

1. Sub Bagian Unmim:

2. 5ub Bagian Kevangan dan Hina Program.

Eidang Konser vasi Sumber Daya Hutan dan Lahan, werdin dari:

1. Scksi Rechabilitasi Humndan Lahan:

2. Seksi Pedindungan dan Pelestarian Sumber Dava Hutan dan
Lahan

Hidang Bina Produksi dan Pengembangan tordird dari:

1. Secksi BinaProduksi

2. Seksi Pengembangan

Hidang , Hina Usaha dan Perizinan terdiri dari:

1. Seksi Binallzalia,

2. Moksi Perizingn.

Bidang Eelembagaandan Informasi, terdini dari:

. Seksi Relembagaandan Sumber Daya Manusia;

2. Seksi Informasi dan Komiunikeasi.

UFT;

Eelempok Jabaran Fungzional .

Bugan susunan organisasi Dina: Kehutanan dan  Perkobunsn

-schagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak

rerpisahian dari Peranoran Daerah ini.



BAB ¥
TATA KERJA
Pasal &

Eepala Dinas dalam melaksaakan tugasmya bendasarkan kebijakan umom
yang dirctapkan oleh Dupad.

Pasal T

Dealam melaksanakan tugasnys, Kepals Dinas, Ecpala Bagian Tata Usaha,
Eepal: Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepals Scksi, Kepala UPT dan
Eelompok Jabatan Fungsional wajily menerapkan prnsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan harisontal baik
dalam lingkungan kerjn masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya
sesuai dempan tugas pokokn,

Pasal 8

(1} Setiap punpinan satuan organisesi pada Dinas Eehuanan dan
Perkebunan  wajib - mengkoordinasikan bawshannya  dengan
memberikan pedoman, bimbingan, pembinasn dan pengawasan
dalam peluksanman tugasnya.

(21 Setiap pimpinan saluan orgamiesms) pada Dincs Kehomnan dan
Perkebunan wajib mentaati peraturan perundang-undanzan yung
berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serla
memvampiikan laporan secara barkala.

Pasal &

Tupas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas, Bagian Tua
Usaha, Didang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Felompok Jsbamn
Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan diatur lebily lanui
dengan Keputusan Bupati

BAB ¥1

Pasal 10

(1) Susunan Orpanisasi dan Talakera Dinas Kehumnan dan Perkcbunan
Kabupaten Bamyumas yang telah ada pada saat berlalumya Perauran
Dacrah ini . masih etap berlaku sampai dengan pepgisian formasi
jaheian berdasarkan Peramuran Decrah ini dilaksanakan.

(2} Paling Lara dalam wakiu 6 (enam) bulan sejpk berlakunya  Peraturan
Daerah ini, pengisian formasi jabalzn sebagaimann dimaksud dalam
Apyat( 1)y haros sudah dilakzanakan.



EAB ¥v1I
KETENTUAN LAIN-LATN
Fasal 11

(1) Pembenmukan, mgas pokok dan fungsi UPT diamr lebik lanjui dengan
Keputusan Bupari;

{2} FadaTTFT dapat dibentuk saman argaansasi di bawah Kepala UPT vang
dipimpin cleh pejabar struktural vang pembentukan, gas pokok,
fungsi, uraian mgas dan rincian tgasaya diatur lehib Ianju dengan
Fepumsan Bupati.

BARB VIII
KETENTUAN FENLTUP
Pasal 12

Dengan berlakunys Peramran Dacezh ini maka keteptuan pembemukan
muges pokok, fungs: dan susunan orgamisasi Dinge Kehotanan dan
Perkehunan  sebagaimana distur dalam Pasal 2 buraf j dan Pasal 23
Persluran Dagrah Eabupaten Banvunas Nomor @ Tihua 2002 tentang
Perubahan Peraturen Dacra® Kabupaten Bamyumas Nomor 23 Tatun 2000
teniang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Eabupaten Banyurmas sarta dalam Pasal 22 Peraturan Daerh Esbupaten
Banyurmaz MNomor 25 Tahon 2000 tentang Pembentukan, Susurnan
Orearnsast dzn Tata Kerja Diras Daerah Kabupaten Bamyumas dinyatakan
tidak bertaku lagi. '

Pazal 13
Peraturan Daerah ini raulai berlaku podas tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dopar mengetahuinya, memerintabikan pengundangan

Perturen Deerah ini dengan penempatanmya dalam Lembaran Daernh
EKebupaten Bamyumas. .

Ditetaplean di Purwokerto
padatanggal 31 Mei2004

BUPATI BANYUMAS
tid.

ARISSETIONG

Diundanghkan di Purwokerto
Pada Tanpgal 1 Juni 2003

SEERETARIS DAEHAH KARUPATEN
BANYUMAS

tid.
SINGGIH WIRANTO, SH,
INTE. 500.036.384
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